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PENGGUNAAN JASA PERUSAHAAN MILITER
DAN KEAMANAN SWASTA (PRIVATE MILITARY
AND SECURITY COMPANY) DALAM KONFLIK
BERSENJATA MENURUT HUKUM
INTERNASIONAL
Oleh: Miguel J. P. Abulhajat’

ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk
mengetahui bagaimana pengaturan atau
regulasi Penggunaan jasa PMSC dan bagaimana
pertanggung  jawaban dari  pihak-pihak
pengguna jasa PMSC. Dengan menggunakan
metode penelitian yuridis normatif,
dsimpulkan: 1. PMSC atau Private Military &
Security Company memiliki peran besar dalam
daerah-daerah konflik zaman moderen ini.
Walaupun membedakan diri dengan mercenary
pada umumnya dan dalam hukum humaniter
unsur-unsurnya tidak memenuhi definisi
sebagai tentara bayaran dapat dikatakan
bahwa PMSC adalah tentara bayaran moderen
oleh karena tujuan perusahaan tersebut yaitu
keuntungan. Perusahaan-perusahaan ini
memiliki staf dan personil yang mencapai
jumlah ratusan ribu dan dapat beroperasi
dimanapun di seluruh dunia. Dengan keahlian
atau pelatihan yang dimiliki oleh personil PMSC
dapat menimbulkan bahaya tanpa ada
pengawasan dan hukum yang mengaturnya.
Layanan jasa yang disediakan PMSC bervariasi
mulai dari pelatihan militer dan keamanan,
penyediaan logistik, penyediaan perlatan
militer, konvoi, pengangkutan, penjagaan tanpa
senjata dan dengan bersenjata serta lainnya. 2.
Pertanggung  jawaban dari  pihak-pihak
pengguna jasa PMSC disesuaikan dengan isi
kontrak dengan perusahaan PMSC termasuk
kedudukan pihak pengguna jasa dalam
perjanjian tersebut dan sesuai dengan isi ICoC
yangd ditandatangani PMSC serta hukum
nasional yang berlaku di Territorial state,
Contracting State, dan Home State. Dengan
mayoritas personil PMSC adalah veteran dan
memiliki pelatihan militer, tanpa adanya hukum
yang mengatur dan mengikat dapat
menyebabkan terjadinya Chaos. Tanpa adanya
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aturan bisnis ini dapat berkembang kea rah
yang salah karena siapapun yang beruang dapat
menyewakan jasa perusahaan ini dan
mendapatkan tentara pribadi (private army).
Kata kunci: Penggunaan Jasa, Perusahaan
Militer dan Keamanan Swasta, Konflik
Bersenjata, Hukum Internasional.

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Konflik bersenjata dan peperangan sudah
ada sejak awal perkembangan peradaban
manusia.Thomas Hobbes mengunggkapkan
bahwa’“Human life was Solitary, Poor, Nasty,
Brutish, and Short”artinyga manusia pada
dasarnya adalah mahluk hidup yang kasar, cinta
kekerasan dan dalam keadaan pikiran yang
primitif dimana dorongan alamiahlah yang
mengatur keseharian manusia, jadi sejak awal
manusia sudah sering melakukan perkelahian
dan tidak terhindar dari konflik. Jadi dapat
disimpulkan bahwa agresi adalah sifat dasar
manusia.

Adanya hukum-hukum internasional
maupun nasional yang mulai menutup dan
mempersulit penggunaan jasa tentara bayaran
konvensional, maka mulai bermunculan suatu
jenis tentara bayaran baru di akhir abad-20
yaitu Private ~ Military ~ and  Security
Companyatau Perusahaan Militer  dan
Keamanan Swasta*(selanjutnya disebut PMSC).
PMSC sebenarnya adalah organisasi tentara
bayaran yang berbentuk Perusahaan vyang
menjual jasa perlindungan, pelatihan sampai
pada persediaan peralatan militer.

Perusahaan swasta ini beranggotakan ex-
militer atau veteran-veteran perang vyang
memberikan pengetahuan dan ketrampilan
militernya sebagai jasa yang bisa disewakan
secara professional, Executive Outcomes (EQ)

*Thomas Hobbes, Leviathan, London, 1651,"Chapter XlII.:
Of the Natural Condition of Mankind As Concerning Their
Felicity, and Misery” him. 78. Menjelaskan sifat manusia
secara alamiah dalam keadaan perang atau kacau dan
keadaan tanpa keteraturan, satu manusia adalah musuh
bagi manusia lain. Dalam keadaan seperti ini tidak ada
kesempatan untuk perkembangan yang signifikan.

* Penulis menggunakan istilah PMSC karena walaupun
terdapat banyak istilah lain seperti PMC (Private Military
Company), PSC(Private Security Company), PMF(Private
Military Firm), semuanya merujuk pada hal yang sama dan
istilah yang paling cocok untuk mewakili seluruh istilah itu
secara umum.
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adalah salah satu contohnya. PMSC vyang
didirikan pada tahun 1989 oleh Eeben Barlow,
seorang mantan perwira di South African
Defence Force (SADF) dan perusahaan ini
beranggotakan hampir seluruhnya mantan
prajurit SADF.”

PMSC mendapatkan keuntungan di daerah-
daerah yang sedang dalam keadaan abu-abu
atau vakum kekuasaan oleh karena perang atau
konflik bersenjata yang berkepanjangan,
dimana pihak-pihak seperti Negara (State),
Perusahaan Multinasional (Multinational
Corporation), dan Organisasi-organisasi
Internasional  (International  Organizations)
dapat menggunakan jasa-jasa yang
ditawarkannya. Perusahaan ini juga terus
berusaha untuk mengubah prespektif orang
mengenai label atau citra ‘mercenary’ nya
dengan melakukan branding dan strategi-
strategi humas. Mengidentifikasi  dirinya
sebagai Perusahaan Jasa Keamanan (Private
Security Provider/PSPs) agar memberikan suatu
kesan netral dan positif di mata masyarakat.®

Yang sering terjadi di lapangan adalah
banyak pelanggaran terhadap HAM dan Hukum
Humaniter. PMSC dapat terhindar dari masalah
hukum, dikarenakan status hukum yang masih
tidak jelas dan banyak negara belum memiliki
hukum nasional yang mengatur tentang
perusahaan-perusahaan ini. Dalam beberapa
kasus yang terjadi adalah PMSC yang bertugas
di lapangan mendapatkan hak imunitas yang
diberikan oleh klientnya,seperti yang terjadi di
Irak, Proconsul Amerika Paul Bremer
melindungi PMSC dari tuntutan hukum dengan
mengeluarkan surat perintah No. 17 (Coalition
Provisional Authority No.17 of 2004).” Hal ini
membuat banyak cela untuk terjadinya
pelanggaran-pelanggaran di lapangan,
walaupun staf atau anggota PMSC adalah
mantan prajurit tetapi tujuan mereka sekarang
adalah untuk mendapatkan uang atau laba dan
bukan lagi tujuan yang lebih mulia vyaitu

> Peter Singer, Corporate Warriors: The Rise of the

Privatized Military Industry, Cornell University Press, 2008,
him.102.

® Lou Pingeot, Report, “Dangerous Partnership : Private
Military & Security Companies and the UN” Global Policy
Forum, him. 14.

7 Iraq: Coalition Provisional Authority No.17 of 2004
(Revisied), www.refworld.org>docid. Diakses pada tanggal
16 Oktober 2016.
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berjuang untuk bangsa dan negara, sehingga
tidak menutup kemungkinan anggota-anggota
tersebut melakukan hal-hal yang tidak
diinginkan dalam bertugas.

Pengunaan PMSC bervariasi dari jenis
klientnya, Negara (state) sebagai salah satu
pihak yang sering menggunakan jasa PMSC,
menyewanya untuk mendampingi tentara
nasional negara tersebut dan membantu dalam
hal logistik maupun misi-misi khusus yang
dirahasiakan, Perusahaan Multinasional
menggunakan jasa PMSC untuk menjadi
petugas keamanan swasta (private security)
melindungi asset-aset perusahaan tersebut
seperti, pabrik, kilang minyak, tambang dan
lain-lain, organisasi-organisasi internasional
juga menggunakan jasa PMSC sebagai petugas
keamanan yang mendampingi agen maupun
staf lapangan organisasi tersebut seperti agen
humaniter yang sering turun ke zona
konflik.Akan tetapi karena ketidakjelasan dalam
status hukum anggota PMSC dapat menjadi
ancaman besar, karena PMSC dapat beroperasi
secara semena-mena dalam keadaan yang
kabur. Tidak menutup kemungkinan akan
terjadi pelangaran-pelangaran di lapangan.

Anggota PMSC tidak dapat di kategorikan
sebagai Civilians, karena mereka sering
menggunakan senjata, membawa peralatan
militer dan melakukan kegiatan-kegiatan yang
memiliki fungsi militer.

“However, these individuals cannot be
considered as civilians, given that they often
carry and use weapons, interrogate
prisoners, load bombs, drive military trucks
and fulfill other essential military functions.
Those who are armed can easily switch from
a passive/defensive to an active/offensive
role and can commit human rights
violations and even destabilize
governments. They cannot be considered
soldiers or supporting militias under
international humanitarian law either, since
they are not part of the army or in the chain
of command, and often belong to a large
number of different nationalities.”

8 Article, The Privatization of War : Mercenaries, Private
Military and  Security Companies (PMSC) by,
www.Globalresearch.ca. Diakses pada tanggal 16 Oktober
2016.
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Dan Anggota PMSC juga tidak dapat
sepenuhnya di kategorikan sebagai seorang
tentara bayaran atau mercenary, karena PMSC
tidak memenuhi seluruh unsur-unsur yang
tertera dalam definisi yang ada pada konvensi
internasional mengenai mercenary.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis
tertarik untuk membahas permasalahan
tersebut melalui karya tulis dalam bentuk
skripsi dengan judul “Penggunaan Jasa
Perusahaan Militer dan Keamanan Swasta
(Private Military and Security Company) Dalam
Konflik Bersenjata menurut Hukum
Internasional.”

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan atau regulasi
Penggunaan jasa PMSC?

2. Bagaimana pertanggung jawaban dari
pihak-pihak pengguna jasa PMSC?

C. Metode Penelitian

Di dalam penulisan skripsi ini, penulis
menggunakan metode penulisan dengan cara
penelitian kepustakaan, vyaitu dengan cara
meneliti bahan pustaka atau dinamakan
penelitian hukum normatif. Dalam penelitian
hukum normatif menggunakan daka sekunder
sebagai sumber utamanya yaitu data yang
sudah ada dan bukan data langsung. Data
sekunder dalam penelitian hukum normatif
terbagi menjadi tiga yaitu bahan hukum primer,
bahan hukum sekunder, dan bahan hukum
tersier. Penulis mengambil bahan-bahan
refrensi dari perpustakaan sebagai sumber
penelitan. Bahan-bahan rujukan tersebut
diperoleh dari buku-buku, artikel-artikel dengan
cara membaca, menafsirkan, membandingkan
serta menterjemahkan dari berbagai sumber
yang berhubungan dengan ketentuan hukum
Internasional  yang  mengatur  tentang
penggunaan jasa PMSC.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Mengenai Penggunaan Jasa
Perusahaan Keamanan Militer Swasta.
Pengaturan dalam penggunaan jasa tentara

bayaran (mercenary) telah diatur dalam hukum

humaniter internasional, antara lain dalam

konvensi Jenewa (1949), dan Protokol

tambahan (1977), Konvensi Internasional

menentang Perekrutan, Penggunaan,
Pembiayaan, dan Pelatihan Tentara Bayaran
(1989), dan hukum Internasional regional yang
berlaku di Afrika oleh OAU (Organization of
African Unity) vyaitu Convention for the
Elimination of Mercenarism in Africa yang
dilakukan pada tanggal 3 juli 1977 dan berlaku
22 april 1985.

Konvensi Internasional menentang
Perekrutan, Penggunaan, Pembiayaan, dan
Pelatihan Tentara Bayaran (1989), berevolusi
dari pendahulunya vyaitu konvensi jenewa
(1949) dan Protokol Tambahan pasal 47 (1977),
dapat dilihat dalam penambahan penggunaan
unsur definisi “armed conflict” yang diletakan
pada Pasal 1, paragraf 1, dan juga unsur “any
other Situations” (Pasal 1, para 2)°. Dalam
hakikatnya, konvensi ini menentang segala
bentuk penggunaan tentara bayaran, dalam
Pasal 2 yang berbunyi :*°

Setiap orang yang merekrut, menggunakan,
membiayai atau melatih tentara bayaran,
sebagaimana didefinisikan di Pasal 1 dari
Konvensi, melakukan suatu pelanggaran
terhadap tujuan Konvensi.

Dengan adanya konvensi-konvensi diatas
masyarakat internasional menentang adanya
pengguanaan mercenary. Namun dengan
perkembangan munculnya PMSC, membuat
kekosongan dan keburaman dalam penggunaan
jasanya. Dikarenakan PMSC tidak memenuhi
unsur-unsur definisi mercenary yang telah
tertera di konvensi-konvensi  tersebut,
walaupun sebenarnya PMSC adalah mercenary
moderen yang memiliki motivasi mencari
keuntunngan namun tersamarkan dalam
bentuk badan usahanya.

B. Pertanggung Jawaban Pihak-Pihak

Pengguna Jasa ‘PMSC’.

PMSC di zaman ini dapat dikatakan menjadi
salah satu bisnis yang berkembang sangat
pesat, dengan beberapa perusahaan PMSC
memiliki pegawai yang berjumlah sebanyak
puluhan sampai ratusan ribu di seluruh dunia
dan memiliki omset pendapatan yang dapat
dikatakan sangat banyak. G4S memiliki ratusan

Konvensi Internasional menentang Perekrutan,
Penggunaan, Pembiayaan, dan Pelatihan Tentara Bayaran
(1989), Pasal 1.

1o Ibid, pasal 2.
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ribu pegawai di seluruh dunia dengan omset
jutaan dollar per tahun'!, sejumlah PMSC
lainnya asal inggris juga memperoleh
keuntungan yang sangat besar.'” Faktor utama
perkembangan bisnis PMSC yang begitu cepat
adalah karena ada bagitu banyak pihak-pihak
(clients) yang terus menerus menggunakan
jasanya.

Jasa-jasa yang ditawarkan sangatlah banyak
dari hal-hal yang merupakan bidang keamanan
saja vyaitu, pengawalan pengiriman uang,
pengamanan menggunakan senjata maupun
tidak, pelatihan keamanan, penaksiran resiko,
pengintaian, pengumpulan data intel, dan lain —
lain. Sampai ke bidang layanan jasa yang
bersifat militer yaitu, pelatihan personil militer,
penyaluran logistik dan pemeliharaan peralatan
militer, penyediaan pesawat, angkutan
bersenjata , dan peralatan militer lainnya,
interogasi, perlindungan konvoi, bahkan
operasi-operasi rahasia tertentu.”® Salah satu
faktor pendorong dalam bisnis ini adalah
kemudahan dari  pihak PMSC  untuk
menyesuaikan pilihan layanan jasa yang dapat
diberikannya sesuai dengan kebutuhan clients.

Pihak-pihak pengguna jasa bervariasi, sesuai
jasa yang diperlukan. Negara menggunakan jasa
PMSC dengan tujuan militer maupun non-
militer. Organisasi-organisasi internasional yang
bersifat pemerintah maupun non-pemerintah
yang menggunakannya dalam misi-misi sosial
dan pengamanan. Dan perusahaan-perusahaan
lain  yang menggunakan jasanya untuk
keamanan di lokasi-lokasi tertentu yang
menjadi aset perusahaan. Biasanya PMSC tidak

" Lou Pigeot, Dangerous Partnership, Private military &
Security Company and the UN. Global policy Forum, New
York 2012, him.11.

G4S memiliki  sekitar 640,000 jumlah pegawai
menghasilkan pendapatan sebesar $25,000,000,000,
Stockholm-based sicurities memiliki 300,000 pegawai
mrnghasilkan omset $9,000,000,000 per tahun.

2 War on Want by Fabien Mathieu & Nick Dearden,
Corporate Mercenaries : the treat of private military and
security companies, magazine, war on want, London,
2006, him. 4.

PMSC asal inggris yang dipergunakan di irak dari tahun
2003-2004 memiliki omset sekitar £320,000-
£1,800,000,000, Aegis s memperoleh keuntungan dari
£554,000 - £62,000,000 per tahun 2003-2005,
ArmorGroup memperoleh keuntungan dari sektor
keamanan saja sekitar $900,000,000 sampai
$1,700,000,000.

B 0p.cit, Lou Pigeot, him. 12-13.
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menyewakan jasanya bagi masyarakan umum
agar dapat tetap low profile dan melakukan
pencitraan serta menghindar dari tekanan
public.

Penulis membagi 3 jenis clients pengguna
jasa PMSC, Negara (states), Organisasi
Internasional (International Organization), dan
Perusahaan lain (other Companies).

1. Negara (states)

Negara dapat dikategorikan menjadi pihak
yang paling sering menggunakan jasa PMSC dan
merupakan pihak yang memberikan kontribusi
cukup besar dalam perkembangan bisnis
tersebut. Seperti yang telah di jelaskan di atas
dalam the Montreux Document, kategori
negara dibagi menjadi 3 bagian vyaitu,
Contracting States, Teritorial States, dan Home
States. Dalam pembahasan ini akan lebih
membahas tentang Contracting States dan
Home States. Tidak sedikit negara yang masuk
dalam kategori home states yang juga
merupakan contracting states. Dikarenakan
home states adalah negara yang merupakan
basis tempat PMSC bermarkas atau negara
dimana perusahaan PMSC tersebut terdaftar.
Maka dengan izin berbisnis yang diberikan
negara terhadap PMSC, memberikan asumsi
bahwa negara juga memiliki kepentingan PMSC
tersebut dan berkemungkinan besar menjadi
calon Client dikemudian hari. Negara
memegang peran penting dalam
keberlangsungan suatu PMSC karena izin
berbisnis di tetapkan sesuai dengan hukum
nasional masing-masing negara, hal ini
membuat adanya suatu hubungan dekat antara
negara dan PMSC. Bahkan dilaporkan bahwa
penggunaan jasa oleh negara menyumbangkan
sepertiga dari keseluruhan pendapatan
PMSC.* Contoh negara yang merupakan
contracting state skaligus home state adalah
Amerika Serikat dan Inggris, keduanya adalah
clients terbesar bagi PMSC yang berbasis di
negaranya sendiri maupun di negara lain.
Amerika Serikat dan Inggris merupakan contoh
negara yang sudah memiliki regulasi nasional
spesifik tentang PMSC. Amerika dan Inggris
memiliki peraturan-peraturan tersebut

14 Ibid, Lue Pigeot, him 13, wawancara dengan Doug
Brooks yang merupakan perwakilan dari ISOA, 15 Maret
2012.
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dikarenakan kedua negara ini adalah Home
State sekaligus Contracting State terbesar di
dunia. Negara-negara lain juga telah
mengembangkan berbagai bentuk peraturan-
peraturan mengenai PMSC B

2. Organisasi Internasional (10s)

Negara bukan satu-satunya jenis client yang
menggunakan jasa PMSC, client lain yang cukup
sering menggunakan jasa perusahaan tersebut
adalah  organisasi internasional. Selama
beberapa tahun terakhir penggunaan jasa
PMSC oleh organisasi-organisasi internasional
telah meningkat. Dari organisasi pemerintah
(IGO) sampai ke organisasi social (NGO), sama-
sama menggunakan jasa perusahaan ini.
Layanan jasa yang biasa digunakan mulai dari
yang bersifat perlindungan tak bersenjata
(unarmed protection) sampai perlindungan
dengan bersenjata (armed protection).

3. Perusahaan Internasional (Multinational

Corporations/MNCs)

Perusahaan Internasional  (selanjutnya
disebut MNC) merupakan klien penting bagi
PMSC. hampir semua MNC di seluruh dunia
menggunakan jasa PMSC pada bidang-bidang
tertentu. Biasanya jasa PMSC digunakan pada
cabang maupun asset MNC tersebut di negara-
negara berkembang atau negara yang memiliki
institusi yang lemah. MNC menggunakan
personil PMSC untuk berbagai bentuk layanan
jasa seperti, petugas keamanan tak bersenjata
untuk menjaga aset perusahaan dan melakukan
patrol, konsultan keamanan, petugas
keamanan bersenjata untuk melindungi aset di
zona konflik, konvoi, dan melindungi VIP,
menjaga pabrik, tambang, bank dan fasilitas
lainnya.™®

MNS vyang paling sering mengguanakan
personil PMSC bersenjata adalah perusahaan
bersifat ekstraktif yang berbisnis di sektor
tambang, minyak dan gas. Dikarenakan MNC
dalam sektor ini memiliki instalasi, kilang
maupun aset lainnya di negara-negara

1 Op.cit , University of Denver website, Private Security
Monitor, Global data & statistics, Statistics on the Private
Security Industry, National Regulations.

(Lihat Lampiran IIl).

'8 Elizabeth Ulmas, Small Arms Survey 2011: Chapter 5.
Protected but Exposed:Multinationals and Private Security,
Cambridge University Press, New York, 2011, him.137.

berkembang yang memiliki sumber daya alam
berlimpah, dan kebanyakan konflik terjadi di
negara-negara berkembang tersebut. Terdapat
beberapa MNC ekstraktif yang memiliki kasus-
kasus kontroversi seputar pelanggaran ham
oleh petugas atau personil PMSC yang
disewanya. Tidak hanya MNC ekstraktif yang
memiliki kasus kontroversi seputar petugas
keamanannya melainkan MNC yang berbisnis di
sektor agrikultur dan makanan.” Kurangnya
data tentang kekerasan yang dilakukan oleh
petugas keamanan sewaan pertahun ini yang
mempersulit untuk mengukur  tingkat
permasalahan yang terjadi jika MNC
menggunakan jasa PMSC sebagai petugas
keamanannya.

Salah satu alasan mengapa MNC memilih
untuk menyewa petugas keamanan dari PMSC
dan tidak menggunakan stafnya sendiri untuk
menjadi petugas keamanan adalah keamanan
bukanlah bidang yang dikuasai perusahaan
tersebut dan MNC membutuhkan tenaga
keamanan yang professional. Alasan lainnya
mengapa MNC tidak mengerjakan
keamanannya sendiri karena lebih murah dan
menguntungkan untuk  menyewa  jasa
keamanan vyang professional dibandingkan
mengelolanya sendiri. Dengan mengkontrak
PMSC juga menguntungkan dari sisi pencitraan
karena jika terjadi suatu masalah yang murni
hanya dilakukan oleh personil PMSC, MNC
dapat langsung memutuskan kontrak dan
menjaga image-nya dimata publik.

MNC juga menggunakan tenaga keamanan
domestik, berkerja sama dengan kepolisian
maupun angkatan bersenjata negara dimana
aset perusahaan itu berada. Hal ini dilakukan
untuk tujuan pencitraan pula, agar mendapat
simpati dan kepercayaan dari public atau
masyarakat  sekitar. Tetapi di negara
berkembang, zona konflik, atau negara dengan
institusi yang lemah jarang terjadi kerja sama
ini. Dikarenakan biasanya di daerah dengan
keadaan negara seperti itu, memiliki polisi atau
tentara yang terbilang korup dan lemah, hal ini
dapat membawa lebih banyak masalah
daripada keuntungan.

PENUTUP

7 |bid, him. 139.
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A. Kesimpulan.

1. PMSC atau Private Military & Security
Company memiliki peran besar dalam
daerah-daerah konflik zaman moderen
ini. Walaupun membedakan diri dengan
mercenary pada umumnya dan dalam
hukum humaniter unsur-unsurnya tidak
memenuhi definisi sebagai tentara
bayaran dapat dikatakan bahwa PMSC
adalah tentara bayaran moderen oleh
karena tujuan perusahaan tersebut yaitu
keuntungan. Perusahaan-perusahaan ini
memiliki staf dan personil yang mencapai
jumlah ratusan ribu dan dapat beroperasi
dimanapun di seluruh dunia. Dengan
keahlian atau pelatihan yang dimiliki oleh
personil PMSC dapat menimbulkan
bahaya tanpa ada pengawasan dan
hukum yang mengaturnya. Layanan jasa
yang disediakan PMSC bervariasi mulai
dari pelatihan militer dan keamanan,
penyediaan logistik, penyediaan perlatan
militer, konvoi, pengangkutan, penjagaan
tanpa senjata dan dengan bersenjata
serta lainnya.

2. Pertanggung jawaban dari pihak-pihak
pengguna jasa PMSC disesuaikan dengan
isi kontrak dengan perusahaan PMSC
termasuk kedudukan pihak pengguna
jasa dalam perjanjian tersebut dan sesuai
dengan isi ICoC yangd ditandatangani
PMSC serta hukum nasional yang berlaku
di Territorial state, Contracting State, dan
Home State. Dengan mayoritas personil
PMSC adalah veteran dan memiliki
pelatihan militer, tanpa adanya hukum
yang mengatur dan mengikat dapat
menyebabkan terjadinya Chaos. Tanpa
adanya aturan bisnis ini dapat
berkembang kea rah yang salah karena
siapapun yang beruang dapat
menyewakan jasa perusahaan ini dan
mendapatkan tentara pribadi (private
army).

B. Saran.

Dalam penggunaan jasanya, PMSC seringkali
dapat terhindar dari tuntutan hukum maupun
masalah menyangkut pelanggaran humaniter
dan ham vyang dilakukan staf maupun
personilnya. Disebabkan oleh beberapa hal
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seperti, Contracting, Territorial, atau Home
States belum memiliki hukum nasional untuk
menangani kasus tersebut, atau Home States
melindungi PMSC yang terdaftar di negaranya,
atau walaupun izinnya dicabut PMSC tersebut
dapat pindah ke negara lain dan mendaftarkan
diri dinegara tersebut.

Saran saya untuk mencegah pelanggaran
humaniter dan ham yang sering terjadidalam
penggunaan jasa PMSC adalah penerapan
sistem “Three Layered Protection System”.
Sistem perlindungan berlapis tiga ini adalah
agar memperkecil dan mempersulit
kemungkinan PMSC lari atau terhindar dari
penegakan hukum. Lapisan pertaman adalah
untuk adanya suatu hukum internasional,
sudah terdapat beberapa inisiatif internasional
seperti the Montreux Document untuk
membantu pihak-pihak pengguna jasa PMSC
membuat hukum atau regulasi seputar PMSC ,
dan International Code of Conduct (ICoC) untuk
mengatur kode etiknya. Lebih baik lagi jika The
Draft of a possible Convention on Private
Military and Security Companies terealisasi dan
ditandatangani oleh negara-negara didunia.
Lapisan kedua adalah hukum atau regulasi
tingkat regional, dimana negara-negara di
kawasan tertentu dapat membuat suatu
regulasi dengan dasar budaya dan kebiasaan
yang sama dimana negara-negara tersebut
dapat saling mendukung untuk menjaga nilai-
nilai humaniter dan ham dalam penggunaan
jasa PMSC dan memperkecil kemungkinan
PMSC untuk secara mudah pindah dan
mendaftarkan diri di negara lain sekitar
kawasan tersebut. Dan lapisan terakhir adalah
hukum nasional, hukum nasional terkait PMSC
telah lama didorong dalam the Montreux
Document agar supaya negara tersebut dapat
bertindak secara langsung jika terjadi
pelanggaran humaniter maupun ham dalam
penggunaan jasa PMSC.
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